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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil dari rumusan permasalahan, pembahasan, beserta 

analisis yang sudah dilaksanakan ialah: 

Bahwa kerja sama UNHCR beserta pemerintah daerah Aceh terhadap 

penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023 mencerminkan upaya 

kolektif untuk menghadapi krisis kemanusiaan yang kompleks. Kualitas hak 

pengungsi yang dipenuhi oleh UNHCR dan pemerintah daerah Aceh sangat buruk 

ditambah mengatasi berita disinformasi mengenai pengungsi Rohingya. Tidak 

hanya organisasi internasional atau lembaga non-pemerintah, Pemerintah Daerah 

Aceh juga berkoordinasi dengan UNHCR untuk memastikan hak pengungsi 

dipenuhi. Kerja sama UNHCR dengan Pemerintah Daerah Aceh dari awal telah 

menunjukkan dedikasi dalam menangani krisis pengungsi Rohingya, namun 

membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan memastikan 

keberlanjutan solusi jangka panjang.  

B. Saran 

Dari kesimpulan yang sudah peneliti uraikan, saran yang bisa diuraikan 

dalam tulisan ini terhadap kerja sama UNHCR bersama Pemerintah Daerah Aceh 

dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023 adalah: 
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1) Meningkatkan koordinasi serta komunikasi dengan Pemerintah Daerah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk merancang program bantuan 

yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengungsi Rohingya, terutama 

dengan memperkuat keamanan bersama aparat kepolisian setempat di setiap 

penampungan pengungsi. Tujuannya yakni guna menghindari kejadian yang 

tak dikehendaki seperti insiden demo mahasiswa Aceh di gedung 

penampungan pengungsi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Dengan ini, pengungsi Rohingya bisa merasa aman sekaligus nyaman ketika 

bertempat di Indonesia. 

2) Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi yang memahami tentang 

pengungsi Rohingya dalam menyampaikan pesan dan saling mengerti 

tentang pengungsi. Tujuannya adalah untuk membentuk pandangan positif 

terhadap pengungsi melalui sosialisasi. Sosialisasi ini tentang hukum 

pengungsi sebagai program tetap. Sasaran program tetap tersebut 

diutamakan untuk masyarakat di tempat di mana pengungsi berada. 

Kemudian UNHCR membentuk kelompok atau tim internal dalam 

menjalankan program tetap tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Melalui 

tahapan ini, UNHCR bisa meningkatkan efektivitas respon terhadap krisis 

penanganan pengungsi Rohingya ini dalam rangka memperkuat perannya 

sebagai organisasi internasional di ranah menangani pengungsi luar negeri. 
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Pelaku Uraian Wawancara 

Peneliti Selamat siang kak, saya izin perkenalan lagi, saya Diah Ayu 

Pramesti Makhadina saya merupakan mahasiswi semester 7 di 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan tujuan wawancara 

ini untuk penelitian/skripsi yang saya buat sebagai syarat 

kelulusan.  

Subjek Selamat siang Diah dan terima kasih Diah karena ini bukan 

sekali dua kali kami sebagai narasumber di dalam penelitian 

kawan-kawan, yang pastinya kami senang sekali ada 

permohonan untuk kami menjadi narasumber dan semoga 

informasi yang kami berikan dapat berguna untuk tugas kamu. 

Peneliti Baik, terima kasih juga miss. Mungkin saya bisa lanjut ke 

pertanyaannya ya 

Subjek Bisa 
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Peneliti Baik untuk pertanyaan pertama, kerjasama apa saja yang 

dilakukan UNHCR dengan Pemerintah Daerah Aceh untuk 

melindungi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2023? 

 

Subjek Jadi sebenarnya, untuk background dulu, penangan di Aceh itu 

dasarnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016. UNHCR itu 

sebenarnya statusnya adalah untuk penanganan termasuk 

organisasi yang tertera di dalam Perpres No.125/2016. Jadi 

pertama, UNHCR itu Ketika pengungsi datang mereka harus 

didata dulu oleh UNHCR dan hanya UNHCR yang mempunyai 

wewenang, jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

hanya akan percaya dan mengambil data berdasarkan apa yang 

dicatat oleh UNHCR.  

Kedua, mereka ada memberikan kebutuhan dasar kayak 

kehidupan sehari-hari pengungsi, kebutuhan kamp, makanan, 

minuman, untuk anak, pakaian, intinya kebutuhan dasar 

manusia. Itu yang ditetera Perpres No.125/2016, kalau di 

lapamgan bisa kadang berubah ya, jadi kedatangan pengungsi 

di tahun 2023 kemarin itu paling banyak kedatangannya 

Rohingya, mungkin mereka ada kerja sama lain selain yang ada 

dalam Perpres tersebut. Tapi kalau dengan Pemerintah Daerah, 

yang pastinya mereka berkoordinasi untuk penempatan 

pengungsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan UNHCR 

dan IOM untuk penempatan pengungsi, Ketika ada yang datang 

UNHCR berkoordinasi dengan Pemda untuk dicarikan tempat, 

jadi tempatnya disediakan oleh Pemda tapi nanti yang 

mengelola tempat itu adalah UNHCR dan IOM. Jadi harus ada 

izin dari Pemerintah Daerah. Kalau Pembangunan Pemda itu 

diberatkan ke IOM dan mereka punya wewenang chance untuk 

di Rohingya, lalu mereka berkoordinasi. Kalau membicarakan 
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Pemda juga tidak lepas dari Pemerintah Pusat, kurang lebih 

yang aku tahu itu.  

Peneliti Baik kalau begitu, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, 

Bagaimana pemenuhan hak-hak para pengungsi Rohingya di 

Indonesia pada saat tahun 2023 kemarin? Apakah ada kendala 

mengenai hal terserbut? 

 

Subjek  Kendala? Tentu ya, pasti. Kalau pemenuhan hak pengungsi 

Rohingya sangat tidak baik, karena rentarannya mereka datang 

berbanyakan, mereka datang dengan tidak ada uang karena 

mereka stateless. Jadi Ketika mereka datang kesini mereka 

hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh UNHCR 

atau IOM atau NGO lain dan mereka bergantung kehidupannya 

dengan itu. Tentunya, dalam skema pemberian bantuan 

semuanya terbatas, makanan dijadwal, tidak bisa memilih, air, 

tenda, rumah tidak bisa memilih, kalau mereka beruntung dapat 

gedung itupun gedung bekas dan rusak, kalau tidak dipakai 

sama pemerintah daripada tidak digunakan mereka pakai itu 

dan kalau tidak beruntung malah dapat tenda di pinggir Pantai 

yang mana air pasang dan lain-lain mereka kena air dan anak-

anaknya banyak kena panyakit. Jadi perbatasan itu membuat, 

menurut SUAKA, itu sangat buruk pun ini tidak hanya beban 

organisasi internasional atau NGO dan pemerintah juga ikut 

ambil supaya pemenuhan hak pengungsi ini walaupun mereka 

tidak bisa punya kebebasan hidup mandiri atau menghasilkan 

uang sendiri setidaknya mereka secara layak menikmati 

kehidupannya di sini. Maksudnya menikmati itu, harus layak 

seperti pengamanan harus benar, nanti takutnya pengungsi itu 

dikira warga atau oknum yang tidak disukai, entah itu fisik atau 

verbal dan itu menjadi keresahan bagi masyarakat maupun 
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pengungsi. Jadi kendalanya adalah status mereka sebagai 

stateless, refugee, berita disinformasi anti pengungsi dan 

pemenuhan hak pengungsi pemerintah juga tidak mau 

mengeluarkan APBN, jadi ini banyak beredar informasi bahwa 

Pemerintah mengeluarkan uang terbeban, namun nyatanya 

pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk 

pemenuhan hak pengungsi dan pemeberian bantuan 

kemanusiaan. Jadi pemenuhannya tidak maksimal karena 

uangnya terbatas dengan pengungsi yang banyak dan saat ini 

pun anggarannya dipotong termasuk IOM dan UNHCR jadi 

mereka mendapatkan bantuan dari luar, supaya tidak menurun 

qualitynya. Dan tidak ada aturan yang mendasari pemenuhan 

hak-hak itu hanya Perpres No.125/2016.  

Peneliti Jawabannya sangat mengesankan, karena yang saya baca-baca 

ada juga yang mengatakan bahwa anggaran untuk pemenuhan 

pengungsi itu dari uang negara. Kalau begitu saya lanjutkan ke 

pertanyaan terakhir, apakah ada kemungkinan pengungsi 

Rohingya yang berada di Aceh dipindahkan ke suatu tempat 

lain selain Indonesia? Namun disini ada namanya prinsip Non-

Refoulement. 

 

Subjek Jadi prinsip non-refoulement ini abu-abu untuk Rohingya, tidak 

akan bisa diterapkan karena mereka tidak punya negara. Jadi 

non-refoulement itu diberlakukan semisalnya kita adalah 

pengungsi maka kita WNI ada KTP kita dikembalikan ke 

Indonesia beda dengan Rohingya yang tidak punya status 

kewarganegaraan oleh Myanmar dan Bangladesh hanya punya 

kartu UNHCR, kartu yang menunjukkan bahwa ia adalah 

pengungsi. Jadi non-refoulement ini tidak bisa diberlakukan, 

mau dikembalikan kemana pun pemerintah bingung, 
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dikembalikan ke Myanmar nanti pertanyaannya ini bukan 

warga kenegaraan Myanmar. Jadi kita anggap ini sulit, kalau 

pun diberlakukan berarti ada pemaksaan di dalam prosesnya 

yang menyangkut Rohingya dan Myanmar. Kalau dipindah ke 

negara lain juga tidak mungkin ditindakan, tapi kalau 

pengungsinya sendiri melanjutkan perjalanan entah ke negara 

terdekat ke Malaysia dan Thailand. Jadi tidak mungkin 

dipindahkan, kalau sudah di Indonesia maka mereka transit 

disini, UNHCR yang menangani, diamankan Kepolisian 

Indonesia juga yang dibawah tanggung jawab Pemerintah 

Indonesia seharusnya. Kalau semisalnya ada perpindahan, pasti 

itu di luar putusan NGO mungkin kalau pemerintah ada 

agendanya sendiri dan tidak ada pemeritahuan ke kami, jadi 

sepanjang aturan yang kami pahami dan yang mungkin 

dilakukan UNHCR dan IOM itu tidak mungkin memindahkan 

pengungsi.  

 

 

 

 

 

 


